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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai instrumen
transformatif dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah
menginvestigasi peran AUPB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif,
transparan, dan akuntabel. Studi menggunakan analisis komprehensif terhadap regulasi, literatur
akademis, dan praktik birokrasi, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas
transformasi administrasi publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan AUPB sebagai filosofi
fundamental yang mengintegrasikan prinsip hukum, etika, dan dinamika sosial. Kajian mendalam
mengungkap bahwa AUPB tidak sekadar instrumen prosedural, melainkan representasi filosofis
paradigma tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis. Temuan kritis
mengungkapkan bahwa implementasi AUPB membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup
pengembangan kapasitas kelembagaan, rekayasa sosial, inovasi teknologi, dan mekanisme
pengawasan multi-level. Penelitian menekankan perlunya transformasi menyeluruh yang
menyentuh aspek struktural, kultural, dan mekanisme kelembagaan pemerintahan. Kontribusi unik
terletak pada pemetaan strategis tantangan implementasi AUPB, yang meliputi resistensi budaya
birokrasi konvensional, keterbatasan sumber daya aparatur, dan kebutuhan akan kepemimpinan
transformatif. Penelitian merekomendasikan strategi transformasi birokrasi yang sensitif terhadap
konteks lokal dan mampu beradaptasi dengan kompleksitas struktur sosial, dengan
mempertimbangkan keunikan karakteristik sosial, budaya, dan struktural setiap daerah.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Hukum Administrasi Negara, Tata Kelola
Pemerintahan, Birokrasi Transformatif, Pelayanan Publik

ABSTRACT

This study examines the General Principles of Good Governance (AUPB) as a transformative
instrument in the Indonesian state administrative law system. The purpose of the study is to
investigate the role of AUPB in realizing responsive, transparent, and accountable governance. The
study uses a comprehensive analysis of regulations, academic literature, and bureaucratic practices,
which allows for an in-depth understanding of the complexity of public administration
transformation in Indonesia. The results of the study show AUPB as a fundamental philosophy that
integrates legal principles, ethics, and social dynamics. An in-depth study reveals that AUPB is not
merely a procedural instrument, but rather a philosophical representation of the paradigm of just
and democratic governance. Critical findings reveal that the implementation of AUPB requires a
holistic approach that includes institutional capacity development, social engineering,
technological innovation, and multi-level oversight mechanisms. The study emphasizes the need for
a comprehensive transformation that touches on structural, cultural, and institutional mechanisms
of government. A unique contribution lies in the strategic mapping of the challenges of AUPB
implementation, which include resistance to conventional bureaucratic culture, limited apparatus
resources, and the need for transformative leadership. The research recommends bureaucratic
transformation strategies that are sensitive to local contexts and able to adapt to the complexity of
social structures, taking into account the unique social, cultural, and structural characteristics of
each region.

Keywords: General Principles of Good Government, State Administrative Law, Government
Governance, Transformative Bureaucracy, Public Services
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan
fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel. Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia (2022), terdapat 7.250
laporan masyarakat terkait maladministrasi, yang mengindikasikan kompleksitas
permasalahan birokrasi. Fenomena ini tidak sekadar persoalan administratif, melainkan
menyentuh aspek substansial pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi instrumen strategis
dalam mentransformasi paradigma birokrasi. Jimly Asshiddiqie (2016) menegaskan bahwa
AUPB merepresentasikan evolusi fundamental dalam sistem hukum administrasi negara,
yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama dalam proses pelayanan. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan
normatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dalam kerangka hukum
administrasi.

Secara konseptual, penelitian ini mengadopsi perspektif Philip Selznick tentang teori
kelembagaan yang menckankan pentingnya nilai-normatif dalam struktur organisasi
pemerintahan. Menurut Maria Farida Indrati (2017), pendekatan ini memungkinkan
analisis komprehensif yang melampaui sekadar pendekatan prosedural, menuju
pemahaman substantif tentang dinamika kelembagaan. Kerangka analisis penelitian
dibangun melalui integrasi multidisipliner antara teori administrasi publik, konsep good
governance, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Ridwan HR (2018)
menekankan bahwa kompleksitas pelayanan publik mensyaratkan pendekatan holistik
yang mampu mengakomodasi dimensi normatif, struktural, dan kultural.

Originalitas penelitian terletak pada pendekatan kritis yang menempatkan AUPB
tidak sekadar sebagai seperangkat norma hukum, melainkan sebagai instrumen
transformasi sistemik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif,
penelitian ini mengeksplorasi dimensi praktis dan filosofis AUPB dalam konteks reformasi
birokrasi kontemporer.

Metodologi  penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods yang
mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Philippe Nonet dan Philip
Selznick (2017), pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kompleksitas
implementasi AUPB melalui triangulasi data dari berbagai sumber.

Fokus investigasi mencakup:
o Mekanisme implementasi AUPB dalam pelayanan publik
Identifikasi hambatan struktural dan kultural

e Analisis implikasi AUPB terhadap kualitas pelayanan
o Formulasi strategi optimalisasi tata kelola pemerintahan
Penelitian ini bertujuan menghasilkan kontribusi akademis dan praktis dalam

mentransformasi paradigma birokrasi. Manuel Castells (2010) menekankan pentingnya
pendekatan yang responsif terhadap dinamika sosial dan teknologis dalam reformasi
administrasi publik’. Signifikansi penelitian terletak pada:

e Pengembangan kerangka konseptual baru dalam memahami AUPB

e Formulasi strategi konkret untuk optimalisasi pelayanan publik
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o Kontribusi dalam diskursus reformasi birokrasi Indonesia
Sistematika pembahasan dirancang secara sistematis, dimulai dari analisis
konseptual, evaluasi empiris, hingga rekomendasi strategis. Osborne dan Gaebler (1992)
menegaskan bahwa transformasi birokrasi memerlukan pendekatan komprehensif yang
melampaui sekadar reformasi administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan
pendekatan yuridis-empiris, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto (2014) bahwa
metode ini mampu mengintegrasikan analisis normatif dengan realitas empiris dalam
konteks hukum administrasi negara. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan
pemahaman komprehensif tentang implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB) dalam pelayanan publik.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud
Marzuki (2016), data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi
lapangan dengan responden kunci, meliputi aparatur pemerintah, penyelenggara pelayanan
publik, dan penerima layanan. Teknik sampling menggunakan purposive sampling dan
snowball sampling, yang memungkinkan peneliti memilih informan berdasarkan kriteria
spesifik dan mengembangkan jaringan informasi secara bertingkat. Data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur
akademis, dan dokumen resmi pemerintah. Ronny Hanitijo Soemitro (2010) menekankan
pentingnya kajian komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam
penelitian hukum?®. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi,
dan dokumentasi, dirancang untuk mengeksplorasi dimensi konseptual dan praktis
implementasi AUPB.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, mengacu
pada pandangan Miles and Huberman (2014) tentang reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan®. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode
untuk memastikan keabsahan temuan penelitian, sebagaimana disarankan oleh Denzin dan
Lincoln (2011).

Pendekatan penelitian mencakup: pendekatan konseptual untuk menganalisis
konstruksi teoritis AUPB, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Lokasi
penelitian difokuskan pada instansi pemerintah daerah, kantor pelayanan publik, dan
lembaga pengawas seperti Ombudsman, dengan mempertimbangkan representativitas
implementasi AUPB. Tahapan penelitian meliputi empat fase: persiapan, pengumpulan
data, analisis data, dan pelaporan. Metode ini bertujuan menghasilkan kontribusi ilmiah
signifikan dalam memahami implementasi AUPB melalui pendekatan holistik dan kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam
Sistem Hukum Administrasi Negara

Konstruksi normatif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan
manifestasi evolusi kompleks dalam sistem hukum administrasi negara, yang
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mencerminkan transformasi fundamental hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Secara epistemologis, AUPB tidak sekadar merupakan seperangkat norma hukum
prosedural, melainkan representasi filosofis dari paradigma baru tata kelola pemerintahan
yang responsif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan substantif.

Perspektif historis menunjukkan bahwa perkembangan AUPB di Indonesia
mengalami metamorfosis signifikan sejak era pemerintahan otoriter menuju sistem
demokrasi deliberatif. Menurut Philipus M. Hadjon (2011), konstruksi AUPB merupakan
instrumen hukadministrasi yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara dari potensi
tindakan sewenang-wenang pemerintah'. Hal ini mengindikasikan bahwa AUPB tidak
hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan
masyarakat dalam ruang publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi
tonggak konstitusional yang mengukuhkan AUPB sebagai kerangka normatif dalam sistem
hukum administrasi negara. Dalam perspektif Maria Farida Indrati (2007), undang-undang
tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental yang meliputi kepastian hukum,
keadilan, proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Konstruksi normatif ini
mencerminkan upaya sistematis untuk mentransformasi birokrasi pemerintahan dari model
birokratis menuju tata kelola yang lebih demokratis dan responsif.

Secara epistemologis, AUPB mengembangkan kerangka teoritis yang melampaui
konsep tradisional tentang hukum administrasi. Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017)
mengemukakan bahwa hukum administrasi responsif mensyaratkan fleksibilitas
institusional dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial. Dalam konteks Indonesia,
hal ini berarti sistem hukum administrasi tidak sekadar menegakkan prosedur, melainkan
mampu merespons kebutuhan substantif masyarakat yang beragam dan kompleks.

Konstruksi normatif AUPB memiliki dimensi multidimensional yang mencakup
aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jimly Asshiddigie (2010) menekankan bahwa
AUPB bukan sekadar instrumen hukum, melainkan representasi nilai-nilai konstitusional
yang mendasari sistem pemerintahan demokratis. Prinsip-prinsip seperti transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang legitimate dan berkeadilan.

Perkembangan AUPB di Indonesia juga dipengaruhi oleh konteks global tentang
reformasi administrasi publik. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), paradigma new
public management mendorong transformasi birokrasi menuju model yang lebih efisien,
responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks AUPB, hal ini berarti
penggeseran fokus dari pendekatan rule-based menuju prinsip-prinsip yang lebih substantif
dan kontekstual.

Kompleksitas konstruksi normatif AUPB terletak pada kemampuannya untuk
mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai etika, dan dinamika sosial. Ridwan HR
(2016) menegaskan bahwa AUPB merupakan instrumen strategis untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada
prinsip-prinsip negara hukum’. Hal ini mensyaratkan pendekatan holistik yang
mempertimbangkan baik aspek normatif maupun kontekstual dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
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Landasan Kkonstitusional AUPB bersumber dari prinsip-prinsip fundamental negara
hukum, mencakup:

Landasan konstitusional Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
merupakan fondasi fundamental yang mendasari sistem tata kelola pemerintahan
demokratis di Indonesia, yang berakar pada prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan
dan bermartabat. Konsep AUPB tidak sekadar merupakan konstruksi teoritis, melainkan
ekspresi konkret dari cita-cita konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang
responsive, akuntabel, dan berkeadilan.

Dalam kerangka konstitusional, AUPB mendapat legitimasi yang kuat dari Undang-
Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal-pasal yang menjamin hak-hak fundamental
warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Pasal 28D UUD 1945, misalnya, secara
eksplisit menjamin kepastian hukum yang adil, yang menjadi salah satu pilar utama dalam
implementasi AUPB. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya bermakna
prosedural, melainkan substansial, yang mencakup jaminan perlindungan hak-hak warga
negara, transparansi administratif, dan konsistensi kebijakan pemerintah. Prinsip keadilan
dalam AUPB melampaui sekadar keadilan formal, namun mencakup dimensi substantif
yang mempertimbangkan kompleksitas struktur sosial dan kesenjangan yang ada. Merujuk
pada pemikiran John Rawls tentang keadilan sosial, AUPB menuntut pemerintah untuk
tidak sekadar memberikan perlakuan yang sama, melainkan juga memperhatikan kondisi
khusus kelompok rentan dan memberikan kompensasi terhadap ketimpangan struktural
yang ada. Hal ini tercermin dalam praktik distribusi pelayanan publik yang memperhatikan
keragaman kebutuhan masyarakat.

Prinsip proporsionalitas menjadi mekanisme kunci dalam menyeimbangkan
kewenangan pemerintah dengan hak-hak masyarakat. Dalam konteks AUPB,
proporsionalitas mensyaratkan setiap tindakan pemerintah harus rasional, tidak berlebihan,
dan secara substansial proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini mencegah
terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa setiap kebijakan didasarkan
pada pertimbangan objektif dan kontekstual.

Akuntabilitas dalam AUPB tidak sekadar dipahami sebagai mekanisme pelaporan
administratif, melainkan sebagai sistem pertanggungjawaban komprehensif yang meliputi
transparansi pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta
evaluasi kinerja berkelanjutan. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk terbuka, dapat
dinilai, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Transparansi, sebagai salah satu prinsip fundamental, menjadi instrumen
demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi publik,
mekanisme pengaduan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, AUPB
mendorong terciptanya ruang dialog antara pemerintah dan warga negara. Hal ini tidak
hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat legitimasi kelembagaan
pemerintahan.

Secara metodologis, pendekatan terhadap AUPB memerlukan analisis doktrinal
komprehensif yang menggabungkan interpretasi multi-perspektif, triangulasi sumber
hukum, dan kontekstualisasi prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini memungkinkan
pemahaman yang dinamis dan adaptif terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik.
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Dalam konteks Indonesia yang multikultura dan kompleks, AUPB bukan sekadar
konsep normatif, melainkan instrumen transformatif untuk mewujudkan cita-cita negara
hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Implementasinya memerlukan
komitmen berkelanjutan dari seluruh komponen pemerintahan untuk senantiasa
menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental tersebut.

Tipologi prinsip-prinsip AUPB dalam pelayanan publik

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelayanan
publik mengungkapkan kompleksitas yang membutuhkan pendekatan multidimensional
yang sangat sophisticated. Maria Farida Indrati (2007) dengan tajam mengemukakan
bahwa setiap prinsip AUPB memiliki bobot normatif dan praktis yang berbeda, sehingga
memerlukan interpretasi kontekstual yang mendalam’. Hal ini menandakan bahwa AUPB
bukan sekadar seperangkat aturan kaku, melainkan instrumen dinamis yang mampu
beradaptasi dengan konteks kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara metodologis, pendekatan yuridis-normatif menjadi landasan fundamental
dalam mengeksplorasi tipologi prinsip-prinsip AUPB. Menurut Soerjono Soekanto (2010),
pendekatan ini mensyaratkan analisis doktrinal yang komprehensif terhadap konstruksi
hukum dan norma yang berlaku?. Karakteristik utama pendekatan ini mencakup interpretasi
mendalam terhadap norma hukum, triangulasi sumber data dari berbagai referensi
akademis, dan pendekatan sistemik dalam memahami kompleksitas AUPB.

Implikasi teoritis dari konstruksi normatif AUPB memiliki signifikansi yang sangat
strategis dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Rekonstruksi paradigma birokrasi
menjadi fokus utama, yang mensyaratkan pergeseran dari model birokratis konvensional
menuju sistem pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini
sejalan dengan pemikiran Agus Dwiyanto (2008) tentang perlunya reformasi struktural
dalam birokrasi pemerintahan?.

Penguatan akuntabilitas kelembagaan merupakan dimensi kritis dalam implementasi
AUPB. Hal ini tidak sekadar berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban
administratif, melainkan menciptakan ekosistem kelembagaan yang memiliki integritas
tinggi. Philip Kotler (2006) menekankan bahwa akuntabilitas sejati terbangun melalui
transparansi, partisipasi, dan responsivitas*. Peningkatan kualitas pelayanan publik
menjadi indikator utama keberhasilan implementasi AUPB. Konsep pelayanan publik tidak
lagi dipahami sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai manifestasi tanggung
jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Max Weber (1947) dalam teori
birokrasinya telah menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan netralitas aparatur
dalam memberikan pelayanan®.

Pencegahan praktik maladministrasi menjadi salah satu fokus strategis dalam
implementasi AUPB. Praktik maladministrasi tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi
juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pendekatan preventif
melalui pembangunan sistem pengawasan yang komprehensif dan pemberdayaan
mekanisme kontrol sosial menjadi instrumen kunci dalam meminimalisasi penyimpangan
birokrasi.

Temuan kunci penelitian menunjukkan bahwa AUPB merupakan filosofi
transformatif dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar instrumen hukum teknis. Hal
ini mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan holistik yang memadukan aspek normatif,
kultural, dan struktural. Artinya, implementasi AUPB membutuhkan sinergi antara
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kerangka regulasi yang kuat, budaya organisasi yang adaptif, dan kapasitas aparatur yang
profesional.

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Struktur
Birokrasi Pemerintahan

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan
paradigma fundamental dalam transformasi birokrasi modern. Menurut Philipus M. Hadjon
(2011), AUPB menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kompleksitas implementasi
AUPB memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai dimensi
kelembagaan, struktural, dan kultural.

Mekanisme kelembagaan penerapan AUPB dimulai dengan pembentukan kerangka
normatif yang kuat. Hal ini mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip good governance. Sedarmayanti (2009)
menekankan bahwa struktur kelembagaan harus mampu menciptakan sistem pengawasan
dan evaluasi berkelanjutan. Pembentukan unit khusus pengawas implementasi AUPB
menjadi langkah strategis dalam menjamin konsistensi penerapan asas-asas pemerintahan
yang baik.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi AUPB bersifat dinamis dan
kompleks. Di satu sisi, komitmen political leadership, kerangka hukum progresif, dan
dukungan teknologi informasi menjadi kekuatan pendorong transformasi birokrasi.
Namun, di sisi lain, budaya birokrasi yang masih konvensional, keterbatasan kapasitas
sumber daya aparatur, dan resistensi terhadap perubahan organisasional menjadi tantangan
signifikan yang harus diatasi.

Kapasitas aparatur pemerintah merupakan kunci utama keberhasilan implementasi
AUPB. Dwiyanto (2006) mengidentifikasi tiga kompetensi kritis yang harus dimiliki
aparatur: kompetensi teknis, kompetensi etis, dan kompetensi adaptif. Kompetensi teknis
meliputi pemahaman komprehensif terhadap AUPB dan kemampuan analisis kebijakan.
Kompetensi etis mencakup integritas moral dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Sementara itu, kompetensi adaptif difokuskan pada kemampuan berinovasi dan
responsivitas terhadap dinamika lingkungan.

Budaya organisasi memainkan peran krusial dalam transformasi birokrasi
pemerintahan. Menurut teori transformasi organisasional Robbins (2003), budaya
organisasi ideal dalam konteks AUPB harus berorientasi pada pelayanan, transparan,
akuntabel, inovatif, dan berbasis kinerja. Proses transformasi memerlukan pendekatan
holistik yang meliputi reformasi struktural, pengembangan kapasitas sumber daya manusia,
penguatan sistem pengawasan, dan penciptaan budaya learned organization. Pendekatan
metodologis implementasi AUPB menuntut kombinasi berbagai strategi penelitian.
Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis kerangka regulasi dan
mengevaluasi konsistensi kebijakan. Pendekatan empiris melalui studi lapangan dan survei
persepsi aparatur serta masyarakat memberikan gambaran praktis implementasi di
lapangan. Sementara itu, pendekatan komparatif memungkinkan dilakukannya
benchmarking dengan praktik internasional dan identifikasi best practices.

Implementasi AUPB bukan sekadar proses administratif, melainkan transformasi
fundamental dalam paradigma birokrasi. Keberhasilan implementasi tergantung pada
sinergi antara kerangka kelembagaan yang kuat, aparatur yang berkualitas, dan budaya

133



Prosiding ISSN: XXXXX

Seminar Nasional & Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Se-Indonesia VI 2024

organisasi yang adaptif. Tantangan utama terletak pada kemampuan menciptakan
ekosistem birokrasi yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi Optimalisasi Implementasi Aupb Dalam Pelayanan Publik

Optimalisasi implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
dalam pelayanan publik memerlukan pendekatan komprehensif yang terintegrasi antara
pengembangan kapasitas kelembagaan, rekayasa sosial, inovasi teknologi, dan mekanisme
pengawasan yang efektif. Menurut Ranto Witono (2018), strategi transformasi pelayanan
publik harus mempertimbangkan kompleksitas sistemik yang melibatkan aspek struktural,
kultural, dan teknologis. Pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi fondasi utama
dalam mengimplementasikan AUPB. Merujuk pada pemikiran Donald P. Warwick (2016),
kapasitas kelembagaan tidak sekadar berkaitan dengan peningkatan kompetensi individual,
melainkan mencakup pembangunan sistem organisasi yang responsif dan adaptif?. Hal ini
mensyaratkan investasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia
aparatur, baik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, maupun melalui
transformasi kultur birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Rekayasa sosial dalam konteks optimalisasi AUPB memerlukan pendekatan
partisipatif yang melibatkan multipihak. Maria Farida Indrati (2017) menekankan
pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai co-creator dalam proses kebijakan publik®.
Strategi ini meliputi pembentukan ruang dialog antara pemerintah dan warga negara,
pengembangan mekanisme konsultasi publik, serta penciptaan platform partisipasi yang
inklusif dan representatif.

Inovasi teknologi menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi implementasi
AUPB. Menurut Manuel Castells (2010), transformasi digital membuka peluang baru
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan*. Pengembangan platform
digital seperti sistem informasi pelayanan publik terintegrasi, aplikasi pengaduan
masyarakat, serta mekanisme verifikasi berbasis teknologi blockchain dapat secara
signifikan meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisasi potensi korupsi.

Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas merupakan komponen kritis dalam
optimalisasi AUPB. Jimly Asshiddigie (2015) mengemukakan bahwa sistem pengawasan
modern mensyaratkan pendekatan multi-level yang melibatkan pengawasan internal,
eksternal, dan partisipatif®. Hal ini mencakup pembentukan lembaga pengawas
independen, pengembangan sistem pelaporan yang transparan, serta pemberdayaan
masyarakat sipil dalam proses monitoring.

Integrasi strategi-strategi tersebut memerlukan pendekatan sistemik yang
komprehensif. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017), transformasi
administrasi publik mensyaratkan rekonstruksi fundamental dalam paradigma tata kelola
pemerintahan®. Hal ini berarti tidak sekadar melakukan perbaikan parsial, melainkan
melakukan reformasi menyeluruh yang menyentuh aspek struktur, kultur, dan mekanisme
kelembagaan.

Implementasi AUPB yang efektif juga membutuhkan komitmen politis yang
konsisten. Osborne dan Gaebler (1992) menckankan bahwa transformasi birokrasi
memerlukan dukungan kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan kultur
organisasional’. Hal ini mensyaratkan kepemimpinan transformatif yang tidak sekadar
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mengelola, tetapi mampu menginspirasi perubahan fundamental dalam praktik tata kelola
pemerintahan.

Pendekatan kontekstual menjadi kunci dalam optimalisasi implementasi AUPB.
Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan struktural yang unik yang
menuntut strategi adaptif. Ridwan HR (2016) menegaskan bahwa tidak ada model
universal dalam implementasi AUPB, melainkan dibutuhkan pendekatan yang sensitif
terhadap keragaman lokal®.

KESIMPULAN

Konstruksi Normatif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
merupakan kajian komprehensif yang mengungkap transformasi fundamental dalam sistem
hukum administrasi negara Indonesia. Penelitian ini menempatkan AUPB tidak sekadar
sebagai seperangkat norma prosedural, melainkan sebagai representasi filosofis paradigma
tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berbasis keadilan substantif.

Secara teoritis, penelitian memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan
kerangka konseptual AUPB yang melampaui pemahaman tradisional hukum administrasi.
AUPB dikonstruksikan sebagai instrumen transformatif yang mengintegrasikan prinsip-
prinsip hukum, nilai etika, dan dinamika sosial, mentransformasi konsep birokrasi dari
model birokratis konvensional menuju sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Implikasi manajerial penelitian menghasilkan strategi komprehensif untuk
mengoptimalkan implementasi AUPB dalam struktur pemerintahan. Pengembangan
kapasitas kelembagaan menjadi fokus utama, yang mencakup membangun sistem
organisasi adaptif, investasi berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia, dan
transformasi kultur birokrasi berorientasi pelayanan publik.

Rekayasa sosial diidentifikasi sebagai pendekatan kunci, yang mensyaratkan
penciptaan ruang dialog antara pemerintah dan warga negara, pengembangan mekanisme
konsultasi publik inklusif, dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam proses
kebijakan. Inovasi teknologi direkomendasikan untuk mengakselerasi transparansi, melalui
pengembangan platform digital terintegrasi, sistem pengaduan berbasis teknologi, dan
implementasi mekanisme verifikasi modern. Mekanisme pengawasan multi-level diajukan
sebagai instrumen kritis dalam menjamin akuntabilitas, termasuk pembentukan lembaga
pengawas independen dan sistem pelaporan transparan. Penelitian secara Kkritis
mengidentifikasi tantangan implementasi, seperti resistensi budaya birokrasi konvensional,
keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, dan kebutuhan akan kepemimpinan
transformatif.

Perspektif filosofis penelitian menegaskan bahwa AUPB melampaui sekadar
instrumen hukum teknis, melainkan merupakan filosofi transformatif dalam tata kelola
pemerintahan. Hal ini mensyaratkan pendekatan holistik yang memadukan aspek normatif,
kultural, dan struktural dalam implementasinya. Temuan kunci menekankan bahwa
keberhasilan AUPB tergantung pada sinergi kompleks antara kerangka kelembagaan kuat,
aparatur berkualitas, dan budaya organisasi adaptif. Penelitian menyimpulkan bahwa
transformasi AUPB membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh komponen
pemerintahan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip fundamental transparansi,
akuntabilitas, dan pelayanan publik.
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Sebagai instrumen strategis, AUPB tidak sekadar bertujuan menciptakan tata kelola
pemerintahan yang efisien, melainkan mewujudkan cita-cita negara hukum demokratis,
berkeadilan, dan bermartabat. Pendekatan kontekstual yang sensitif terhadap keragaman
lokal menjadi kunci utama dalam implementasi yang berhasil, menegaskan bahwa tidak
ada model universal, namun dibutuhkan adaptasi yang cermat terhadap dinamika sosial dan
struktural yang ada.
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